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BUPATI LUWU UTARA 
PROVINS! SELAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NO MOR 5 7 TAHUN 2017 

TENT ANG 

KELAS PASAR DAN TATA CARA PENGGUNAAN 
FASILITAS PASAR DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, telah 
ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 
Tahun 2012 tentang Penetapan Kelas Pasar dan Tata 
Cara Perolehan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Dalam 
Wilayah Kabupaten Luwu Utara; 

b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pasar daerah, 
perlu melakukan penyesuaian pengaturan mengenai 
kelas pasar dan pengunaan fasilitas pasar daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Pasar dan 
Tata Cara Penggunaan Fasilitas Pasar Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nomor 222), sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2016 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS PASAR DAN TATA 
CARA PENGGUNAAN FASILITAS PASAR DAERAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 
4. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah 

tempat transaksi jual beli yang diberi batas tertentu 
yang terdiri dari pelataran/halaman, bangunan 
berbentuk lods, kios dan bentuk lainnya yang 
disediakan untuk pedagang dan. dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 

5. Lods adalah bangunan tetap di dalam lingkungan 
pasar untuk usaha berjualan, berbentuk bangunan 
memanjang dilengkapi langit-langit dan tanpa 
dilengkapi dinding. 

6. Kios adalah bangunan pasar untuk usaha berjualan 
dengan bentuk beratap dan dipisahkan satu dengan 
yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai 
sampai langj.t-langit. 

7. Pelataran adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah 
Daerah yang dapat berupa lapangan/halaman/lantai 
tidak beratap, halaman trotoar, teras bangunan, areal 
terbuka/ setengah terbuka yang berada dalam lokasi 
pasar dan dipergunakan sebagai tempat transaksi jual 
beli atau pemberian pelayanan jasa. 
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8. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat NPWRD adalah nomor pokok dan identitas 
lainnya dari wajib retribusi yang dikeluarkan oleh 
pejabat yang ditunjuk dalam bentuk kartu/Perangkat 
daerah yang membidangi Pendapatan. 

g, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Badan. Usaha Milik Negara/Daerah 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak tnvestasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap .. 

BAB II 
KRlTERIA KELAS PASAR DAN FASILITAS PASAR 

Klasifikasi kelas pasar meliputi: 
a. Pasar Kelas I adalah pasar yang mempunyai kriteria 

sebagai berikut : 
1. menyediakan fasilitas berupa ruko, kios, lods, 

pelataran, kantor dan MCK; 
2. kegiatan pasar adalah pasar harian atau paling 

kurang 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu; dan 
3. lokasi pasar terletak dalam jangkauan pengunjung 

paling kurang meliputi antar kabupaten. 
b. Pasar Kelas II adalah pasar yang mempunyai kriteria 

sebagai berikut : 
L menyediakan fasilitas berupa kios, lods, pelataran, 

kantor dan MCK; 
2. kegiatan pasar adalah pasar harian atau paling 

kurang 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu; dan 
3. lokasi pasar terletak dalam jangkauan pengunjung 

paling kurang meliputi antar kabupaten atau antar 
kecamatan. 

c. Pasar Kelas III adalah pasar yang mempunyai kriteria 
sebagai berikut: 
1. menyediakan fasilitas berupa kios, lods, pelataran; 
2. kegiatan pasar adalah pasar harian atau paling 

kurang 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu; dan 
3. lokasi pasar terletak dalam jangkauan pengunjung 

paling kurang meliputi antar kecamatan atau antar 
desa/kelurahan. 
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Pasal 3 

Penetapan kelas pasar berdasarkan klasifika.si 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

BAB III 
PENGGUNAAN FASILITAS PASAR 

Pasal 4 

(1) Setiap orang atau badan yang akan dan/atau 
menyewa ruko, kios atau lods wajib memperoleh 
persetujuan dari pemerintah daerah. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
merupakan persetujuan· pemanfaatan/penggunaan 
ruko, kios atau lods. 

(3) Persetujuan pemanfaatan/penggunaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) 
tahun dan dapat diperpanjang kembali. 

(4) Perpanjangan persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan 
sebelum masa berlakunya habis. 

(5) Persetujuan atau perpanjangan 
pemanfaatan/penggunaan ruko, kios 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 5 

persetujuan 
atau lods 

Syarat memperoleh persetujuan atau perpanjangan 
persetujuan pemanfaatan/penggunaan ruko, kios atau 
lods sebagaimana dimaksud dalam Pasal-4 yaitu : 
a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati; 
b. foto copy Kartu Tanda Penduduk; 
c. foto copy Kartu Keluarga; dan 
d. foto copy Kartu NPWRD bagi yang mengajukan 

perpanjangan persetujuan pemanfaatan/ penggunaan. 

Pasal 6 

(1) Permohonan pemanfaatan/penggunaan ruko, kios 
atau lods sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan 
setempat diajukan secara tertulis kepada Bupati 
melalui satuan kerja perangkat daerah yang 
membidangi perdagangan. 
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(2) Perangkat daerah yang membidangi pendapatan dan 
perangkat daerah yang membidangi perdagangan 
melakukan penelitian berkas persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Penetapan Kelas Pasar dan Tata Cara Perolehan Izin 
Penggunaan Fasilitas Pasar Dalam Wilayah Kabupaten 
Luwu Utara (Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
2012 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Utara. 

PARAF KOORDIN I SEK DA 
ASISTEN L-/ 
KABAG HUKUM jJ 
KASUBAG 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati mi dengan 

dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu 

Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal 2 Oktober 2017 

�ATI � UTARA, I 
�DAH 

PUTRI INDRIANI 

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal 2 Oktober 2017 

SE�AERAH KABUPATEN LUWU UTARA, 

ABDULMAHFUD 

SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 
NOMOR 57 
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